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ABSTRAK 

Novita Irene Wong, 202220252006, 2025 

Praktik kawin tangkap di Indonesia, khususnya di daerah Sumba, merupakan 
fenomena yang mencenninkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, 
terutama terhadap perempuan. Meskipun diakui sebagai bagian dari tradisi budaya, 
kawin tangkap sering kali melibatkan unsur pemaksaan, kekerasan, dan 
pelanggaran terhadap hak-hak individu, yang bertentangan dengan prinsip 
kesukarelaan dalam perkawinan. Kesadaran akan dampak negatif dari praktik ini 
semakin meningkat, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah 
tersebut, termasuk penegakan huk:um yang lebih ketat dan kolaborasi dengan tokoh 
adat. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti norma-norma sosial yang 
konservatif dan stigma terhadap korban, yang menghalangi mereka untuk 
melaporkan kasusnya. 

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan 
perundang--undangan dan studi kasus serta studi literatur yang ada guna menjawab 
dua permasalahan penelitian yakni perlindungan hukum dan upaya hukum bagi 
korban kekerasan akibat tradisi kawin tangkap di Sumba. 

Basil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan 
akibat tradisi kawin tangkap pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), khususnya dalam 
Pasal 4 yang menegaskan bahwa praktik budaya tidak dapat dijadikan alasan untuk 
membenarkan tindakan kekerasan atau pemaksaan dalam perkawinan. Hak-hak 
korban juga dijamin dalam BAB V Undang-Undang TPKS. Namun, penerapan 
perlindungan ini di lapangan masih jauh dari ideal karena terhambat oleh norma 
adat yang konservatif, stigma sosial terhadap korban, dan rendahnya kesadaran 
hukum di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sinergis antara 
pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat guna memastikan bahwa 
perlindungan hukum bagi korban benar-benar terlaksana secara efektif dan 
konsisten. Dan upaya hukum terhadap korban kawin tangkap di Swnba hams 
dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keadilan bagi korban dan 
mencegah keberlanjutan praktik ini. Pertama, korban hams didorong untuk melapor 
dengan jaminan perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai. Kedua, 
aparat penegak hukum wajib menangani setiap kasus secara transparan dan 
akuntabel agar pelaku mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Ketiga, revisi 
Undang-Undang Perkawinan perlu dilakukan untuk menegaskan larangan terhadap 
perkawinan yang melibatkan pemaksaan serta memberikan sanksi yang lebih tegas 
bagi pelaku. Keempat, pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat 
sipil, dan tokoh adat hams berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang 
mendukung perlindungan korban dan penghapusan praktik kawin tangkap. Dengan 
langkah-langkah ini, keadilan bagi korban dapat terwujud, dan praktik kawin 
tangkap dapat dihapuskan secara permanen. 

Kata Kunci: Perlindungan Hokum, Tradisi Kawin Tangkap, Pemaksaan 
Perkawinao, Kekerasan Berbasis Gender 
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